MENTERI KEUANGAN
REPUBLIIC INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 293 fKMK.01/2012

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN UNTUXK
DAN ATAS NAMA MENTER] KEUANGAN MENGESAMKAN

Menimbang :

Mengingat

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf ¢ Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 7
ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku
Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara mempunyai
tugas dan wewenang untuk mengesahkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran;

.bahwa dalam rangka eflektivitas dan ecfisiensi pelaksanaan

anggaran, Menterl Keuangan perlu mengalibkan pelimpahan
wewenang pengesahan dolkumen pelaksanaan anggaran dari
Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Direktur Jenderal
Anggaran;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksud

dalam huruf a dan huwaf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang Kepada
Direlktur Jenderal Anggaran Untuk Dan Atas Nama Menteri
Keuangan Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355); ’

. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 lentang

Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;



Menetaplkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MENTERI KELANGARN
FlEPUBlZI?It( INDONESIA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAMHAN
WEWENANG KEPADA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
UNTUK  DAN  ATAS NAMA  MENTERI KEUANGAN
MENGESAMEAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.

Melimpahkan wewenang kepada Direkiur Jenderal Anggaran
untuk dan atas nama Menteri Keuangan mengesahkan
dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana  dimaksud
dalam -Diktum PERTAMA, pejabat yang ditunjule  wajib
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan
dalam rangka pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) mulai Tahun Anggaran 2013,

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran V
anglka I, angka 3, dan angka 4 Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang
Kepada Pejabat Eselon 1 di Lingkungan Departemen Keuangan
Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani
Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan, dicabut dan
dinyatalkan tidak berlaku. .

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan §;

2. Wakil Menteri Keuangan 1i;

3. Sekretaris  Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur
Jenderal, dan para Kepala/Ketua Badan di lingkungan
Kementerian Keuangan,

4, Para Stal Ahli Menteri Keuangan;

5. Para Kepala Biro, para Inspektur, pare Sekretaris Direklorat
Jenderal/Badan, para Direktur dan para Kepala Pusal
di linglkungan Kementerian Keuangan.

Dilelaplkan di Jakarta .
Pada tangpals 4 Agusius 2012

Salinan sesual dengan aslinya MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,
L.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MIE TER[ KEUAR I E‘E; UBLIK INDONESIA
owor OETHHER BT

TENTANG PELIMPAIAN WEWENANG KEPADA DIRERTUR
JENDERAL  ANGGARAN  UNTUIC DAN  ATAS  NAMA

MEMTERL  KBEUANGAN  MENGESAHKAM
PELAKSANAAN ANGGARAN

MENTER! KEUANMGAN
AEPURLAC IMDIOMESIA

DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPAHKAN

KEPADA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN UNTUK DAN ATAS NAMA

MENTERI KEUANGAN MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

-
NO. MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHICAN
1. ] Penandatanganan Surat Pengesahan Daltar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA).
2. { Pemblokiran alokasi anggaran/pemberian tanda bintang (7} pada DIPA
dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamalkan.
3. | Penandatanganan persctijuan revisi DIPA dan dokumen anggaran
lainnya yang dipersamalkain.
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